PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PEMECAHAN DESA GLAGAHWARU DAN PEMBENTUKAN DESA TERANGMAS
KECAMATAN UNDAAN KARUPATEN KUDUS

AMenimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

BUPATI KUDUS,

bahwa schubungan dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat
meneenar pembentukan Desa Terangmas sebagar Desa yang berdiri
sendii dan (erpisah  dari Desa  Glagahwaru serta  dengan
memperhatikan perkembangan jumlah  penduduk. luas wilayah,
Londisi sosial budaya, potensi desa dan tersedianya sarana dan
prasarana pemerintahan desa, dipandang perlu untuk membentuk
Desa Terangmas sebagai hasil pemecahan Desa  Glagahwaru
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus :

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang--undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraruran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewvenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 39352);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Racangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden :

6. Keputusan ...



Memperhatikan

Menetapkan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1-999 lg‘nmr?g
Petunjuk Penyesuaian Peristilahan Di Lingkungan Pemerintah Desa:

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengaturan Umum Mengenai Desa;

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 fentang
Organisasi dan Tatakerja Pemcrintah Desa (Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 5);

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 lcptzmg
Sumber Pendapatan Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan I.embaran Dacrah Nomor 8);

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 12):

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2000
Nomor 21, Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 14);

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus tanggal
17 Maret 2001 Nomor 172/05/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemecahan Desa Glagahwaru

dan Pembentukan Desa Terangmas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah |

Dengan Persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PEMECAHAN DESA GLAGAHWARU DAN PEMBENTUKAN
DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN
KUDUS.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.  Bupati adalah Bupati Kudus;

b.  Camat adalah Camat Undaan Kabupaten Kudus ;



d.

o
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempal
berdasarkan asal usul dan adat istiadat sclempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nastonal dan herada di Dacrah Kabupaten:

datherints : i
Pemerintahan Desa adalah kegratan pemerintahan yang dilaksanakan
olch Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

), a P N
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Dusun adalah bagian wilavah dan desa vang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintahan desa;

Pemecahan Desa adalah tindakan pemecahan desa yang sudah ada
vang didasarkan atas prakarsa masvarakat dengan memperhatikan
asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta
sesual persvaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Pembentukan Desa adalah tindakan pembentukan desa baru di luar
desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa yang di
dasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul
desa dan kondisi sosial budava masyarakat setempat serta sesuai
persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dengan
kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda
buatan;

Desa Persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan
penggabungan, vang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri

sendirl.

BABII

PEMECAHAN DESA GLAGAHWARU DAN PEMBENTUKAN

DESA TERANGMAS

Bagian Pertama
Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah i diadakan pemecahan Desa Glagahwaru
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan dibentuk menjadi 2 (dua) Desa
vang berdiri sendini yaitu :

a. Desa Glagahwaru ;

b. Desa Terangmas.

Pasal 3

Tujuan Pemecahan Desa Glagahwaru dan Pembentukan Desa Terangmas
adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di
desa sccara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap
masyarakat.



I

Pagarn Foodsa
P uae, Biatae Wilavah dan Pera Dhean

t'asal 4
H(’h Ak " -
, lasarkan pemceabian desa sebavaimana dimaksud Vazal 2. maka luass
WAy 1t i ,
Pavat untuk masing-macing Desa adalah schagai heriku
Deta ¢ Hapahwan: sehios Y41 70 ha (dua ramik enam nuleh oo
hema tujuh pufuh hehtare)
b, Desa Ferangmas <oluas 194 ha fecrate hima pedoh s hektare

Pacal 8

Batas-batas Deca Glapahwarn dan Desa Terangmas  adalah schapay
berikut

a Desa Glagahwaru dengan batas

- Sebelah Ulara {desa lerangmas |

- Sebelah Timur : Desa Kutuk ¢

- Scbelah Selatan : Desa Lambangan:

- Sehelah Barat : Desa Medini dan Deea Kalirejo
b Desa Terangmas dengan batas -

- Scbelah Utara - Desa Sambung dan Desa Undaan

Kidul |

- Scbelah Timur - Desa Kutuk,

- Sebelah Selatan - Desa Glagahwaru:

- Scbelah Barat * Desa Medini.

Pasal 6

Batas-batas Desa scbagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peta I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penctapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud Pasal
5. dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 8

Peta masing-masing Desa scbagai  hasil pemecahan desa adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta II dan III Peraturan Daerah
1ni.

Bagian Ketiga
Penduduk Desa

Pasal 9
(1) Penduduk Desa Glagahwaru adalah penduduk desa yang beriempat

tinggal di :

a. Dusun .....



a. Dusun Glagah Kl
b Dmeun Glasah Kraan

el 5\1;'1('“[\11

() Penduduk Deea Terangmas adalab pe acnduk desa v
tinggal di

2 Dusun Tempel:
b, Dusun Karangwaru
¢. Dusun Samas

Ragian K cempal

Dotiaran Tanah k3w Des
Pembagian Tanah Kas 1esd

Pasai 10

" ks ranah Renehok dan

(1) Luas Tanah Kas Desa Glagahwaru yang berupd Tanah Beny
Tanah Bondo Desa sehelum dipecah seluruhny
(cnam puluh lma koma cmpat puluh lima hekiarc)
dengan + 93.5 {Sembilan puluh tiga homa lima) bahu

(2) Dembagian Tanah Kas Desa vang berupa [anah Bengkok dan "l’j'm.'nh
Rondn Nesa schagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagar berikut

2 seluas + 03,45 ha
atau sctard

a Desa Glaoahwaru, memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo

Desa scluas + 39,93 ha (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh
tiga hektare) atau sctara dengan + 57 (fima puluh tujuh) bahu

b. Desa Terangmas, memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo
Desa scluas + 25,52 ha (dua puluh lima koma lima puluh'dun
hektarc) atau setara dengan + 36,5 (tiga puluh cnam koma lima)

bahu.

BAB I
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Desa
Glagahwaru dan Desa Terangmas mempunyai kewenangan, hak dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Desa.

BAB [V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa Glagahwaru yang telah ada sebelum
proses pemecahan Desa Glagahwaru dan pembentukan Desa Teranemas tetap
menjabat scbagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa berdasarkan domisili
masing-masing,

Pasal 13 ...



. Pasal 13
¥ R hA ST
Wl forbenn bva 1

Sementarn - e Lesa Teanom Y : :
oty Kepaty 1y, Lewangmog, il pettama - halinva Pejubu

: |53
SCNYaN m ‘mpc.

O Teragomae o1
hatilan 1 emas dianekar olel Hupatt cias usnd mascasabaf
ol ‘\\;Y)Hl!)]}ilm; '-»‘vxr"l'l”'g_‘ di b !'f""‘ﬂ " umin'ah.m.

Hal-hal yas
R Yang belum diatur dofan Teratran Dacrah ini, scpampang mengeni

Pelaksanaanya akan diatur Iebin fanjut olch Bupati
Pasal 15
eiaturan Dacrah i mulai belaky pada tangeal diundangkan

\gar supava sctiap orang mengetahuinva, memerintahkan  pengundangan

Peratutan  Dacrah dengan  pencmpatannva  dalam Lembaran Dacrah
Nabupaten Kudus,

Disahkah di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

Q BUPATI KUDUS,
122"

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT }1,/

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 lHaret 2001

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Zs

.

-RU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR . .....
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